BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1. ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah  kondisi atau  hal yang harus  diperhatikan  atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya akan signifikan bagi daerah  dan masyarakat di masa datang. Apabila isu-isu  tidak diantisipasi akan menimbulkan  dampak dan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya. Jika itu sebuah peluang, maka akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan  masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis  dirumuskan dari permasalahan pembangunan yang dapat berasal dari  lingkungan  strategis eksternal baik itu  isu internasional,  kebijakan nasional maupun regional.  Sebagai provinsi  terdepan di Selatan Indonesia yang berbatasan darat dengan Negara Timor Leste dan berbatasan laut dengan Australia maka pengaruh eksternal sangat besar. Oleh sebab itu  dalam  menetapkan isu-isu startegis dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur  Tahun 2013-2018  perlu  dipaparkan permasalahan-permasalahan pembangunan yang dinilai  berpengaruh  terhadap perkembangan pembangunan.  Berdasarkan hal tersebut  maka teridentifikasi   aspek-aspek lingkungan  strategis  skala internasional dan nasional dan permasalahan-permasalahan yang  berpengaruh langung   dalam pembangunan  Provinsi  Nusa Tenggara Timur 

4.1.1. Lingkungan Strategis Internasional

1) Meningkatnya  proses  demokratisasi dan penguatan tuntutan hak asasi  manusia

2) Berkembangnya   pembangunan yang berorientasi MDGs

3) Antisipasi krisis energy melalui pengembangan energi baru dan terbarukan

4) Perubahan  iklim global (global waarning/climate change)
5) Tuntutan kualitas produksi yang ramah lingkungan  pada pasar global

6) Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan  komunikasi  (ICT) yang  mendororong interaksi jejaring ekonomi, sosial, politik dan IPTEK sangat terbuka  

7) Berkembangnya penyakit endemic HIV dan AIDS dengan fenomena gunung es

8) Berkembangnya perdagangan narkoba dan obat-obatan psikotropika

9) Wilayah perbatasan Negara di darat dan laut sebagai daerah rawan perdagangan illegal,  penyelundupan dan imigran gelap

4.1.2. Lingkungan Strategis Nasional

1) Meningkatnya   dinamika pelaksanaan otonomi daerah

2) Tuntutan pelaksanaan reformasi birokrasi 

3) Meningkatnya  gerakan anti korupsi dan penegakan supremasi hukum

4) Rendahnya daya saing, produktivitas  dan nilai tambah produksi nasional

5) Masih Rendahnya  mutu tenaga kerja

6) Meningkatnya kekerasan terhadap perempuan dan anak

4.2. KEKUATAN DAN PERMASALAHAN

Dalam  mengidentifikasi  permasalahan strategis pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur menggunakan pendekatan empat  aspek yaitu; (i) aspek geografis  dan demografis, (b) Aspek kesejahteraan  rakyat, (c)  Aspek  pelayanan dan (d) Aspek Daya Saing.
4.2.1. Aspek Geografis dan Demografis
Kekuatan sumber daya alam untuk mendukung pembangunan Nusa Tenggara Timur antara lain: (i) Memiliki aneka potensi alam yang tersebar 1.119 pulau, (ii) Adanya deposit tambang, baik mineral maupun sumber energi yang menonjol, (iii) Memiliki potensi lahan kering yang potensial untuk pertanian seluas 1,5 juta Ha, (iv) Memiliki padang penggembalaan untuk pengembangan peternakan dan sumber pakan seluas 422.722 Ha, dan (v) Terdapat aneka potensi keunikan wilayah yang khas dengan aneka satwa langka antara lain komodo dan aneka burung

Optimalisasi potensi yang ada terdapat permasalahan di bidang sumber daya alam yaitu:

1) Topografi wilayah sebagian besar berbukit hingga bergunung-gunung, dengan kemiringan lahan >40; 

2) Memiliki 11 gunung berapi aktif (vulkanik) dengan ketinggian antara 600 – 2.200 meter di atas permukaan laut; 

3) Fenomena iklim global (El Nino dan La Nina) juga mempengaruhi kondisi iklim secara umum;
4) Persoalan curah hujan akibat pengaruh iklim global terutama fenomena El Nino dan La Nina, serta fenomena perubahan iklim global yang kurang menguntungkan berakibat pada kekeringan, gagal tanam, gagal panen, banjir dan gangguan hama dan penyakit tanaman yang serius; 

5) Potensi air permukaan, tergolong kecil. Kondisi ini mengakibatkan sulitnya eksploitasi sumber air permukaan;  

6) Sebagian besar tanah di wilayah ini memiliki solum yang sangat dangkal (<30 cm);
7) Terjadinya tekanan penggembalaan pada padang penggembalaan sebagai akibat dari over grazing.
4.2.2. Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki kekuatan yang menjadi modal mencapai misi meningkatkan pelayanan pendidikan dalam rangka terwujudnya mutu pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan yang berdaya saing antara lain: 

1. Adanya akses pendidikan yang sama antara laki-laki dan perempuan;  
2. Meningkatnya rata-rata lama pendidikan penduduk;  

3. Meningkatnya kualifikasi kompetensi Guru;  

4. Meningkatnya penduduk memasuki pendidikan tinggi;  

5. Adanya kebijakan khusus nasional dan daerah untuk meningkatkan pendidikan yaitu BOS, Gong Belajar dan Beasiswa;

6. Berkembangnya cabang olahraga prestasi yang telah mengharumkan nama daerah.

Permasalahan utama pembangunan bidang Pendidikan yang menentukan perkembangan pembangunan daerah sebagai berikut:

1) Tingkat kelulusan siswa yang masih berada di bawah rata-rata Nasional pada tahun 2012 yaitu SMP mencapai 97,56%, SMA 94,50% dan SMK 96,49%; 

2) Penduduk usia di atas 15 tahun yang tidak mempunyai Ijazah mecapai 31,26% lainnya menamatkan pendidikan SD/MI 38,18%, SMP 12,79%, SMA 10,43%, SMK 3,05%, DI-DII 0,96%, DIII 1,05% dan DIV sampai S3 2,28%;

3) Akses Lembaga Pendidikan belum merata di seluruh wilayah dengan ketersediaan per Desa/Kelurahan yaitu TK 47,17, SD sederajat 95,62, SLTP sederajat 36,34, SMA sederajat 14,70 dan Akademi/PT 1,85;

4) Walaupun APK dan APM pada tahun 2012 naik tetapi relatif masih belum mencapai target nasional yaitu SMP/MTs/SMPLB: APK 97,58%, APM 83,26 dan SMA/MA/SMK: APK 77,16% , APM 69,45%;

5) Akses Pendidikan Tingggi yang dilayani 55 Akademi/Perguruan Tinggi dominan di Kota Kupang;
6) Tingkat literasi masyarakat Nusa Tenggara Timur yang masih rendah;
7) Masih rendahnya akses informasi melalui Perpustakaan Digital/Elektronik; 
8) Jumlah Prasarana olahraga yang belum merata diseluruh wilayah;
9) Adanya kasus-kasus perilaku para pemuda;

10) Adanya sekolah dengan tingkat kelulusan sangat rendah.

4.2.3. Kesehatan 

Potensi kesehatan untuk mendukung pencapaian misi meningkatkan derajat dan kualitas kesehatan masyarakat melalui pelayanan yang dapat dijangkau seluruh masyarakat sebagai berikut:

1) Meningkatnya sarana kesehatan yaitu 43 Rumah Sakit, 353 unit Puskesmas naik 3,21, 1.081 unit Puskesmas Pembantu naik 1,72, 2.325 unit Puskesmas Keliling naik 56,04 dan 9.420 unit Posyandu naik 0,17;

2) Meningkatnya dampak Revoluasi KIA dengan indikator bahwa pada tahun 2012, dari 97.382 persalinan tercatat 79.208 persalinan atau sekitar 81,34% menggunakan fasilitas kesehatan, sisanya 18.174 (18,66%) persalinan tidak menggunakan fasilitas kesehatan;

3) Meningkatnya jumlah tenaga medis dan paramedic dimana jumlah dokter pada tahun 2012 sebanyak 976 orang, perawat & bidan sebanyak 9.385 orang, apoteker 750 orang, paramedis non perawat sebanyak 2.340 orang;
4) Harapan hidup juga meningkat yaitu dari 65,1 tahun 2010 menjadi 67,76 tahun 2011;

5) Adanya kebijakan khusus nasional berupa BOK dan Jaminan Persalinan (Jampersal) untuk Puskesmas;

6) kebijakan daerah melalui Peraturan Gubernur NTT Nomor 42 tahun 2009 tentang Revolusi KIA.

Permasalahan utama pembangunan bidang Kesehatan yang menentukan perkembangan pembangunan daerah, sebagai berikut
1) Presentase Rumah ber-PHBS (Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat) baru mencapai 54,5% pada tahun 2012;

2) Presentase balita gizi kurang dan gizi buruk pada tahun 2012 sebesar 1,5% dan 12,6%;

3) Angka Kesakitan akibat Malaria tahun 2012 masih sebesar 23.3%;

4) Prevalensi HIV dan AIDS pada tahun 2012 masih cukup tinggi yaitu sebesar 84

5) Ketersediaan Tenaga Kesehatan belum merata dengan rasio terhadap penduduk tahun 2012 berada di bawah rata-rata Nasional ;

6) Masih tingginya kasus kematian Ibu Hamil, melahirkan dan nifas pada tahun 2012 yaitu sebesar 192 kasus dan kasus kematian bayi sebesar 1450 kasus;

7) Kasus Narkoba dan penyalahgunaan obat psikotropika.

4.2.4. Ekonomi Kerakyatan dan Pariwisata 

Potensi ekonomi daerah yang potensi untuk mendukung pencapaian misi Memberdayakan ekonomi rakyat dan mengembangkan ekonomi kepariwisataan dengan mendorong pelaku ekonomi untuk mampu memanfaatkan keunggulan potensi lokal yaitu:

1) Memiliki Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi;

2) Potensi pertanian lahan kering yaitu sekitar 1.528.308 Ha;
3) Berdasarkan kelas kesesuaian lahan terdiri dari daerah dengan kecocokan tinggi (S1) seluas 202.810 Ha dan kecocokan sedang (S2) 478.930 Ha dan kecocokan terbatas (S3) 846.568 Ha;
4) Potensi perkebunan sesuai Rencana Dasar Pengembangan Wilayah Perkebunan (RDPWP) mencapai luas 888.931 Ha dan lahan untuk padang pengembalaan mencapai sekitar 900.000 Ha lebih;.

5) Potensi lahan basah 284.103 Ha yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota, dimana sebagian telah dikelola dan dibagi dalam berbagai daerah irigasi dengan produksi yang makin meningkat;
6) Produksi jagung sebesar 629.386 Ton, meningkat 104.748 atau 19,97 dari tahun sebelumnya sebesar 524.638 Ton;

7) Berkembangnya lembaga perekonomian yang mendukung akses permodalan usaha yaitu Perbankan dan Koperasi;

8) Ditetapkannya kebijakan pengembangan jagung, ternak, koperasi, cendana dan pariwisata serta perikanan dan kelautan sebagai tekad pembangunan daerah;

9) Ditetapkannya kebijakan pengembangan desa mandiri anggur merah dengan Fokus pada pengembangan ekonomi produktif;

10) Meningkatnya kulaitas dan dukungan sarana pariwisata. 

Permasalaan utama pembangunan ekonomi wilayah yang menentukan perkembangan pembangunan daerah sebagai berikut:

1) Peran sektor industri daerah yang belum berkembang secara maksimal yang dapat diandalkan sebagai kekuatan ekonomi daerah bagi peningkatan daya saing dan kesejahteraan masyarakat dilihat dari komposisi kontribusi terhadap PDRB yang makin didominasi oleh sektor tersier dengan kontribusi pada tahun 2008 baru mencapai 49,38 menjadi 54,62 tahun 2011 atau naik rata-rata per tahun sebesar 3,54 sedangkan sektor primer turun 3,67 per tahun dan sektor sekunder turun rata-rata 2,51 per tahun;

2) Produktivitas tenaga kerja sektor pertanian sebagai sektor primer makin menurun dengan rasio 0,58 tahun 2008 menjadi 0,55 tahun 2011 sebagai akibat kontribusi sektor pertanian dalam PDRB terus menurun, dengan laju penurunan tahun 2008-2011 rata-rata per tahun 3,67%, sedangkan kontribusi dalam penyerapan tenaga kerja menurun 1,51; Perbedaan produksi di tingkat usaha tani dengan hasil introduksi belum mencapai angka yang optimal karena belum berubahnya cara-cara baru di sektor pertanian untuk mengantisipasi perubahan iklim;

3) Rendahnya produktivitas tenaga kerja pertanian menjadi masalah mendasar berakibat pada masih tingginya kemiskinan di pedesaan yang mencapai 22.13% bulan Maret 2013, sedangkan pesatnya perkembangan sektor tersier yang menjadi basis utama ekonomi perkotaan belum mampu menurunkan angka kemiskinan penduduk akibat makin meningkatnya ketimpangan pendapatan penduduk dan memicu urbanisasi sehingga kemiskinan penduduk perkotaan yang tahun 2011 mencapai 10,5 naik menjadi 11,54 tahun 2013 (keadaan bulan Maret);

4) Bahwa seiring terjadinya gejolak ekonomi global khususnya di Eropa dan Amerika sebagai kawasan tujuan ekspor utama Indonesia berdampak pada menurunnya ekspor daerah;

5) Neraca perdagangan defisit dengan rasio impor/perdagangan masuk dengan eskpor/perdagangan keluar yaitu dari 1,86 tahun 2008, menjadi 2,04 tahun 2009 dan menjadi 2,225 tahun 2011;
6) Kontribusi ekonomi terhadap ekonomi nasional yang masih sangat rendah, hanya mencapai 0,52 dari total PDRB. Harga berlaku Indonesia di tahun 2011 sebesar Rp.7.247.086,1 Milyard

7) Skala usaha tenaga kerja pada sektor pertanian sangat rendah yang berdampak pada rendahnya produktivitas tenaga kerja pertanian dan rendahnya ekspor. 

4.2.5. Aspek  Hukum dan Birokrasi Daerah  
Pembenahan sistem hukum dan reformasi birokrasi daerah yang menjadi kekuatan untuk percepatan pembangunan daerah melalui pengembangan sistem dan tatakelola pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dilaksanakan untuk mencapai misi pembenahan sistem hukum dan birokrasi daerah serta perkembangan demokrasi;

1) Tertatanya peraturan perundang-undangan sesuai kebutuhan otonomi daerah;
2) Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat;
3) Terpeliharanya situasi yang kondusif melalui kerjasama KOMINDA dan pemberdayaan masyarakat yang tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Forum Pembauran Kebangsaan; 

4) Meningkatnya kinerja demokrasi melalui penguatan wawasan kebangsaan, pembangunan politik dan peningkatan indeks Demokrasi Indonesia pada tahun 2009 sebesar 71,64, pada tahun 2010 mengalami kenaikan menjadi 72,05 dan naik menjadi 72,34 pada tahun 2011;  

5) Meningkatnya rata-rata pendidikan PNS yang menjadi penggerak dalam melaksnakan tatakelola pemerintahan;
6) Ditetapkannya Standar Pelayanan Minimum dalam pelayanan publik;
7) Ditetapkannya Rencana aksi daerah tentang Pemberantasan Korupsi;
8) Kesepakatan daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi;
9) Adanya kebijakan tentang pemberian tunjangan kesejahteraan bagi pegawai;
10) Kesepakatan pemerintah dam DPRD Provinsi dengan BPK RI Perwakilan NTT dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah.
Permasalaan utama bidang reformasi birokrasi wilayah yang menentukan perkembangan pembangunan daerah sebagai berikut:

1) Penetapan standar beban kerja belum diikuti pembiayaan;
2) Terjadinya pola organisasi yang sama antar daerah Provinsi dan Kabupaten tidak sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, potensi dan karakteristik daerah;
3) Pengendalian organisasi Kabupaten/Kota belum berjalan maksimal;
4) Pembentukan organisasi perangkat daerah cenderung mengambil pola maksimal sehingga sulitnya koordinasi dengan Kabupaten/Kota karena pengabaian peran Provinsi sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah;
5) Nomenklatur SKPD antara Provinsi dan Kabupaten / Kota sangat bervariasi sebagai akibat dari Perumpunan Urusan dan sulitnya mendisain OPD yang sesuai dengan hasil ABK;
6) Lembaga yang dibentuk berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan (lembaga lain) yang menyebabkan pembebanan APBD;
7) Belum ada kriteria pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) sehingga jumlahnya tidak terkendali;
8) Kesadaran hukum masyarakat belum merata di seluruh wilayah;
9) Belum semua SPM dilaksanakan secara optimal;
10) Rentang kendali pemerintah provinsi kepulauan yang mahal;
11) Perselisihan sosial yang timbul akibat kegiatan politik.
4.2.6. Infrastruktur,  Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
Potensi infrastruktur yang menjadi kekuatan dalam mendukung pecepatan pembangunan daerah melalui pencapaian misi mempercepat pembangunan infrastruktur yang berbasis tata ruang dan lingkungan hidup;

1) Nusa Tenggara Timur memiliki jalan Nasional dalam kondisi mantap 90 dan didukung jumlah prasarana bandara serta pelabuhan laut yang menghubungkan seluruh wilayah;

2) Adanya kebijakan afirmatif nasional tentang percepatan pembangunan NTT bersama Provinsi Papua dan Papua Barat;

3) Meningkatnya alokasi pembangunan air minium, listrik dan jalan untuk meningkatkan pelayanan fasilitas sosial dasar;

4) Provinsi bersama Kabupaten/Kota telah menetapkan Perda Tata Ruang;
5) Telah dilaksanakan kajian bersama tentang status kawasan lindung;
6) Adanya kebijakan afirmatif Pemerintah dalam pembangunan embung-embung dan penghijauan berbasis masyarakat;
7) Meningkatnya dukungan pembangunan kelistrikan dan telekomunikasi. 

Permasalahan utama pembangunan fisik wilayah yang menentukan perkembangan pembangunan daerah sebagai berikut:

1) Topografi wilayah sebagian besar berbukit hingga bergunung-gunung, dengan kemiringan lahan >40%, wilayah yang datar hingga landai dengan kemiringan <8% relatif terbatas dan sebagian besar kawasan lahan dengan kemiringan 8-40%;
2) Iklim/musim kering berlangsung selama 8 bulan yaitu periode bulan April s/d November, sedangkan periode musim hujan berlangsung selama 4 bulan yaitu Desember s/d Maret dengan curah hujan rata-rata adalah 1.164 mm/tahun;
3) Jangkauan akses desa/kelurahan yang tersebar di 44 Pulau yang dihuni belum merata;

4) Prosentase rumah tidak layak huni mencapai 35,8 (lantai tanah, dinding bukan tembok, atap daun dan lainnya) dan sekitar 15 lebih rumah tangga belum memiliki rumah sendiri yang tersebar dalam satuan-satuan permukiman yang kecil dan tersebar;

5) Sumber air bersih penduduk dari air bersih kemasan, perpipaan dan sumur baru mencapai 33,18 dan lainnya bersumber dari mata air, air sungai, hujan dan mata air sekitar 66,82;
6) Jumlah rumah tangga yang terlayani listrik baru mencapai 50% lebih;
7) Peningkatan kualitas sanitasi lingkungan belum optimal karena ada sekitar 20.63 yang sebagian besar rumah tangga belum didukung tempat pembuangan air besar sendiri;

8) Adanya potensi pencemaran lingkungan air, tanah dan udara akibat kebakaran dan penggunaan bahan kimia yang berlebihan;

9) Banyak wilayah resisten terhadap bencana tanah longsor, bajir, gempa bumi, tsunami, angin puyuh, gunung meletus dan bencana kekeringan;

10) Sebagian besar Jalan Provinsi, Kabupaten dan jalan non status kurang mantap;

11) Prasarana sumber daya air yaitu Bendungan dan Embung belum mampu melayani air untuk kegiatan pertanian dan peternakan;
12) Kelembagaan petani pemakai air belum mampu melaksanakan pengelolaan secara swadaya terhadap prasarana sumber daya air yang menjadi tanggung jawabnya;

13) Adanya permukiman kumuh yang mencapai sekitar 0,67 dari total Desa/Kelurahan terutama di perkotaan.
4.2.7.  Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dibangun telah memunculkan simpul-simpul kekuatan yang dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah untuk mencapai misi meningkatkan kualitas kehidupan keluarga, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan dan kesejahteraan anak yaitu:

1) Berkembangnya organisasi perempuan;
2) Meningkatnya kesempatan keikutsertaan perempuan di bidang politik dari 10,9 menjadi 30%;
3) Meningkatnya peran perempuan di semua sektor lapangan kerja utama;
4) Meningkatkan kualitas perlindungan sosial terhadap perempuan rawan ekonomi dan anak terlantar;
5) Meningkatnya proporsi perempuan yang tamat pendidikan SMA dari 4,25% menjadi 9,25%, SMK dari 2,19% menjadi 7,19% dan tamat Diploma/Universitas dari 2,08% menjadi 7.08%;
6) Adanya regulasi untuk perlindungan terhadap kekerasan terhadap wanita dan anak; 

7) Lembaga Perlindungan Anak, Dewan Forum Anak dan Perda Akta Kelahiran Gratis 

8) Unit perlayanan perempuan dan anak. 

Permasalahan utama pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menentukan perkembangan pembangunan daerah, sebagai berikut:

1) Adanya kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak;
2) Masih terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga;
3) Adanya pekerja anak;
4) Belum optilanya perlindungan sosial bagi wanita dan anak penyandang masalah social;
5) Belum maksimalnya partisipasi perempuan dan anak dalam proses perencanaan dan pembangunan mulai dari tahapan Musrenbang Desa/Kelurahan;
6) Wanita yang masuk dalam kelompok rawan sosial ekonomi pada tahun 2012 mencapai 50.627 orang.

4.2.8. Perikanan dan Kelautan 

Upaya percepatan pembangunan perikanan dan kelautan sebagai potensi unggulan daerah akan dapat memacu pembangunan mengingat potensinya yang cukup besar serta beraneka ragam  yaitu:

1) Terdapat panjang garis pantai ±5.700 Km dan luas wilayah laut mencapai 15.141.773,10 Ha;
2) Potensi perikanan yang besar dan memiliki keunggulan spesifik sebagai berikut: (1) Memiliki batas wilayah laut dengan Negara Timor Leste yaitu Laut Timor, Selat Ombai dan Lautan Atlantik; (2) Memiliki batas wilayah laut dengan provinsi Nusa Tenggara Barat yang dibatasi Selat Sape dan Laut Flores dengan Provinsi Sulawesi Selatan; dan (3) Laut dalam wilayah Kepulauan NTT yaitu wilayah laut yang dibatasi oleh pulau-pulau wilayah Nusa Tenggara Timur yaitu Laut Sawu;
3) Potensi hutan mangrove seluas ±51.854,83 Ha (11 spesies); terumbu karang sebanyak ±160 jenis dari 17 famili;

4) Rumah tangga usaha perikanan laut sebanyak 42.685 rumah tangga;

5) Desa Pantai 808 Desa; Jumlah Penduduk Desa Pantai: 1.105,438 Jiwa;  Jumlah Nelayan: 194,684 orang (+ 9,9% dari jumlah Penduduk Desa Pantai) (BPS, NTT Dalam Angka, 2012);
6) Perikanan tangkap dengan potensi terdiri dari: Potensi Lestari (MSY) 388,7 Ton/Tahun; Jumlah Ikan Ekonomis: (1) Ikan Pelagis (Tuna, Cakalang, Tenggiri, Layang, Selar, Kembung); (2) Ikan Demersal (Kerapu, Ekor Kuning, Kakap, Bambangan, dll); (3) Komoditi Lainnya: (Lobster, Cumi-cumi, Kerang, dll);
7) Potensi perikanan budidaya terdiri dari budidaya laut seluas 5,870 Ha (Rumput Laut, Mutiara, Kerapu) dengan potensi produksi dapat mencapai 51.500 ton/tahun; Budidaya Air Payau seluas 35,455 Ha (Udang dan Bandeng) dengan potensi produksi dapat mencapai 36.000 ton/tahun; Budidaya Air Tawar yang meliputi kolam air tawar seluas 8,375 Ha dengan potensi produksi mencapai 1,297 ton/tahun dan Mina Padi seluas 85 Ha dengan potensi produksi mencapai 85 ton/tahun;
8) Lokasi budidaya rumput laut telah berkembang: Kabupaten Kupang, Sabu Raijua, Rote Ndao, Alor, Lembata, Flores Timur, Sikka, Sumba Timur dan Kabupaten Manggarai Barat dengan komoditas rumput laut unggulan yang dibudidaya adalah Echeuma Cotonii, Eucheuma Sp dan Alga Merah (red algae). Luas lahan potensial untuk budidaya rumput laut di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 51.870 Ha atau 5% dari garis pantai, dengan potensi produksi sebesar 250.000 ton Kering/tahun; 

9) Merupakan daerah potensial untuk pengembangan industri garam. Dalam upaya peningkatan produksi garam nasional yang ditargetkan sampai tahun 2014 untuk mencapai swasembada garam mencapai 1,2 juta ton, maka telah dicanangkan pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR). Melalui program ini, akan diberdayakan 119 kelompok usaha Garam Rakyat (KUGAR) dengan jumlah anggota 939 petambak garam. Pemerintah Provinsi NTT, melalui pelaksanaan PUGAR menargetkan peningkatan produktivitas lahan garam dari 60 ton/ha menjadi 80 ton/ha; 

10) Memiliki potensi untuk pengembangan budidaya mutiara. Wilayah-wilayah laut tersebut terletak di Kabupaten Kupang: Tanjung Ledo, Pulau Kambing, Tanjung Kabate, Talasa dan Tablolong, Rote Ndao: Kecamatan Rote Barat Daya, Alor: Desa Moru kec. Alor Barat Daya, Lembata: Teluk Wai Enga dan Lewo Lein, Flores Timur: Teluk Konga, Teluk Lebateta, Selat Solor, Perairan Nayu Baya, Baniona, Sikka: Labuan Ndeteh, Desa Nagepanda dan Kabupaten Manggarai Barat: Tanjung Boleng dan Golo Mori. 
Sebagai provinsi kepulauan yang dihubungkan oleh wilayah laut maka dalam pengelolaan potensi kelautan masih menghadapi beberapa permasalahan yang perlu diselesaikan secara terpadu yaitu;

1) Belum ditetapkannya NTT sebagai provinsi kepulauan dan saat ini   melalui Badan Kerja Sama (BKS) Provinsi Kepulauan telah menjadikan Draft UU Daerah Kepulauan masuk dalam agenda Baleg DPR RI Tahun 2013 dimana secara substantif, regulasi tersebut akan mendasari pengalihan kewenangan pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap TN Laut Sawu sebagai kawasan konservasi dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah Provinsi NTT sekaligus akan menjadi acuan perubahan manajemen dan intervensi pengolahan sumber daya kelautan dan perikanan yang signifikan kawasan laut sekitar yang potensial bagi peningkatan kesejahteraan petani-nelayan serta masyarakat pesisir;

2) Masih terbatasnya kemampuan pengelolaan potensi perikanan dan kelautan karena; (i) kurang meratanya sebaran nelayan, (ii) masih rendahnya kemampuan SDM pengelola sumberdaya perikanan, (ii) Keterbatsan akses permodalan secara swadaya, (iii) rendahnya rasio kepemilikan alat tangkap perikanan yang memadai dan (iv) laut belum menjadi pilihan sumber mata pencaharian sebagain besar penduduk yang bekerja di sektor pertanian.
4.2.9 Kemiskinan, Kebencanaan dan Perbatasan
Pelaksanaan agenda khusus yang meliputi percepatan penanggulangan kemiskinan, bencana dan pengembangan kawasan perbatasan dihadapkan pada fakta sebagai berikut: 

1. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Upaya penanggulangan kemiskinan dihadapkan pada fakta sebagai berikut:

1) Penduduk miskin masih tinggi yaitu 1.000.300 orang atau 20.03 pada bulan Maret 2013;
2) Indeks Kedalaman Kemiskinan turun dari 3,466 pada September 2012 menjadi 3,393 pada Maret 2013. Demikian pula Indeks Keparahan Kemiskinan turun dari 0,908 menjadi 0,875 pada periode yang sama;
3) Keluarga pra sejahtera yang mencapai 606.166 Keluarga atau 57,17 dari total keluarga sebanyak 1.060.355;
4) Masih banyaknya penyandang masalah kesejahteraan sosial pada tahun 2012 antara lain penyandang cacad 38.880 orang, anak terlantar 67.310 orang, anak jalanan 3.672 orang, korban tindak kekesaran 3.888 orang, keluarga fakir miskin 424.142 orang, Komunitas Adat Terpencil (KAT) sebanyak 24.769 orang dan anak cacad 5.263 orang; 

5) Merupakan salah satu daerah asal pekerja migran Indonesia. Dalam kurun waktu lima tahuan terakhir 2007-2011, jumlah pekerja migran yang terdata oleh Balai Pelayanan Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Kupang, sejumlah 36.544 orang, terdiri dari 8.461 laki-laki dan 28.083 perempuan.  
2. Penanggulangan Bencana

Sebagian besar wilayah NTT merupakan daerah rawan bencana akibat kondisi geografis wilayah di NTT dan juga akibat perubahan iklim secara global, merupakan kondisi yang perlu disikapi secara komprehensif oleh semua pemangku kepentingan. Selain itu sampai dengan tahun 2012 laporan BPS NTT menunjukan jumlah masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana mencapai 15.795 orang dan korban bencana alam sebanyak 56.769 orang.

3. Pembangunan Daerah Perbatasan

Secara geografis NTT berbatasan langsung dengan negara Republic Demokratic Timor Leste dan Australia, sehingga pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa-Desa wilayah perbatasan harus mendapatkan perhatian serius. Selain itu peningakatan keamanan dan ketertiban di wilayah perbatasan Negara menjadi prioritas pembangunan yang harus dilaksanakan oleh Pusat, Provinsi dan Kabupaten. Perbatasan antar kabupaten/kota juga perlu mendapatkan perhatian serius terutama penyelesaian batas administrasi. 

4.3. ISU STRATEGIS
Isu strategis dirumuskan dengan melihat fakta atau kondisi yang menggambarkan potensi dan permasalahan serta analisis yang mendasari hubungan antarvariabel. Adapun isu strategis untuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah :

a. Isu Strategis 1: Peningkatan dan Perluasan Pembangunan Pendidikan yang Berkualitas
Sumber daya manusia merupakan kunci keberhasilan pembangunan. Pendidikan sebagai media peningkatan sumber daya manusia harus benar-benar memberikan ruang pembelajaran dalam kerangka peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kondisi pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih diperhadapkan dengan berbagai persoalan antara lain ketersediaan, sebaran, mutu sarana dan prasarana pendidikan masih belum memadai (akses pendidikan dan partisipasi masyarakat masih terbatas), kualifikasi dan kompetensi guru yang belum memenuhi kriteria, serta sebarannya yang belum merata. Sementara itu, manajemen pendidikan pun belum memenuhi tolok ukur SPM. Hal ini menimbulkan rangkaian akibat, seperti sistem dan proses pembelajaran yang masih jauh dari standar yang ditetapkan sehingga berimbas masih rendahnya tingkat dan mutu kelulusan serta relevansi kompetensi lulusan. Sedangkan pembangunan bidang Kepemudaan dan Keolahragaan dihadapkan pada kondisi belum maksimalnya pembibitan dan pembinaan atlet berbakat serta pengembangan cabang olahraga potensial dan seni budaya.
b. Isu Strategis 2: Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Yang Universal, Efisien, Berkualitas Dan Berkelanjutan 

Pembangunan kesehatan yang dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya yang dilakukan bersama antara Pemerintah dengan semua pemangku kepentingan masih dihadapkan pada kondisi seperti terbatasnya jumlah tenaga kesehatan baik dari aspek kuantitas, kualitas dan persebarannya. Dari aspek fasilitas kesehatan belum semua Puskesmas memiliki fasilitas standar PONED (Penanganan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar) dan belum semua Rumah Sakit belum memiliki fasilitas standar PONEK (Penanganan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif). Aspek partisipasi masyarakat juga perlu mendapat perhatian serius karena Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) belum berfungsi secara maksimal. Selain aspek-aspek tersebut di atas penataan manajemen mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi di Puskesmas dan Rumah Sakit turut menjadi isu penting yang perlu mendapat perhatian khusus.

c. Isu Strategis 3: Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta pemenuhan Hak Anak

Upaya peningkatan kualitas hidup perempuan di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih dihadapkan pada kondisi rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan. Sebagian besar sebagai Pekerja Keluarga tanpa upah, tingginya tingkat kekerasan terhadap perempuan, maraknya kasus perdagangan perempuan, kurangnya perlindungan terhadap Tenaga Kerja Wanita asal NTT di luar Negeri, terbatasnya ruang dan kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta belum terpenuhinya kuota 30% Perempuan di Lembaga Legislatif. Sedangkan upaya pemenuhan hak anak dihadapkan pada kondisi rendahnya partisipasi anak dalam proses pembangunan, masih banyaknya anak jalanan, bayi dan anak terlantar, anak nakal, penyandang cacat, belum maksimalnya sistem perlindungan anak, tingginya tingkat kekerasan terhadap anak serta perdagangan anak. 

Selain isu di atas salah satu isu strategi yang harus menjadi priopitas adalah isu pekerja migran. Permasalahan pekerja migran kita adalah dalam pelayanan, penempatan dan perlindungan. Selain ketiga masalah di atas rendahnya pendidikan dan ketrampilan juga menjadi penyebab kecendrungan terjadinya unsur eksploitasi dan sindikasi pada proses rekruitmen yang membuat pekerja migran tidak berdaya. Perlindungan terhadap pekerja migran yang didominasi oleh pekerja migran perempuan perlu mendapatkan perhatian utama dan serius karena sangat rentan terhadap trafficking, ekploitasi, kekerasan fisik dan pelecehan seksual. 
d. Isu Strategis 4: Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkualitas.

Laju pertumbuhan masih lebih rendah dari nasional. Rata-rata laju pertumbuhan pertahun selama 2009-2012 di atas 6, sementara NTT rata-rata di bawah 6%. Akselerasi pertumbuhan diperlukan untuk mengurangi kesenjangan, serta menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran lebih cepat lagi. Pendorong utama pertumbuhan daerah adalah konsumsi, sedangkan sumbangan investasi (PMTB) masih rendah. Selain itu, NTT selalu mengalami defisit perdagangan antardaerah dalam periode 2009-2011. 

Salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah investasi wilayah NTT yang memiliki banyak potensi SDA untuk dikembangkan, terutama pada sektor pertanian (perkebunan, peternakan dan perikanan kelautan), pariwisata (Wisata Budaya dan Alam termasuk laut dan daratan). Sampai dengan saat ini potensi yang diminati oleh investor luar negeri adalah potensi pariwisata (perhotelan dan jasa wisata) sedangkan investor dalam negeri lebih pada sektor perdagangan dan jasa (transportasi dan jasa). Adapun sektor primer kurang diminati oleh investor luar dan dalam negeri, hal ini lebih dikarenakan sarana prasarana pendukung seperti ketenagakerjaan, transportasi, kondisi keamanan dan stabilitas politik daerah serta regulasi masih dirasa kurang mendukung.

Perhatian pemerintah NTT dalam penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran pedesaan masih dinilai belum cukup signifikan. Pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja berjalan tidak seimbang dan lebih banyak dinikmati masyarakat perkotaan. Hal ini disebabkan lokasi pusat ekonomi lebih terkonsentrasi di wilayah perkotaan sehingga berdampak pula pada upaya pengurangan tingkat kemiskinan yang lebih banyak berada di perdesaan. Sektor ekonomi masih digerakkan oleh nilai konsumsi sehingga dibutuhkan fundamental ekonomi yang baik yaitu dari sektor produksi.

Upaya peningkatan kualitas pembangunan ekonomi daerah juga dilakukan melalui penguatan basis ekonomi daerah dengan mendorong pemanfaatan sumber daya ekonomi yang mempunyai basis pengusahaan yang luas di tengah masyarakat, serta mendorong pemanfaatan potensi sumber daya Perikanan, Keluatan serta Pariwisata (Bahari), guna mewujudkan ciri pembangunan ekonomi biru (Blue economy) sebagai daya saing ekonomi daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

e. Isu Strategis 5: Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Unggulan Daerah. 

Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki potensi pengembangan yang sangat besar berbasis sumber daya alam terutama pada sub sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, petenakan serta perikanan dan kelautan. Pengembangan pada sub sektor pertanian telah menghasilkan produk unggulan seperti jagung, kakao, jambu mete. Begitu pula pada sub sektor peternakan telah menghasilkan produk unggulan seperti ternak sapi dan babi yang sangat berkontribusi pada peningkatan ekonomi wilayah dan penyerapan tenaga kerja. Namun dalam pengembangannya, peningkatan komoditas unggulan ini masih belum optimal karena masih belum didukung dengan ketersedian prasarana produksi (industri), pasar dan tenaga kerja yang trampil. 
Peningkatan produksi sektor tersebut (pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan) juga didorong untuk tujuan ketahanan pangan pedesaan dan pemenuhan gizi keluarga dengan menerapkan sistem produksi berwawasan spesifik local serta memiliki ketahanan terhadap perubahan iklim.

Khusus untuk perikanan dan kelautan perlu mendapatkan perhatian yang lebih optimal. Sektor unggulan di Provinsi NTT masih merupakan sektor primer. Selain itu, peran sektor unggulan dalam mendorong pertumbuhan wilayah juga masih rendah. Secara keseluruhan kontribusi sektor unggulan dalam pertumbuhan wilayah baru 28%. Intensitas perdagangan yang signifikan baru terjadi dengan wilayah Jawa-Bali, sedangkan dengan pulau-pulau lain relatif kecil.

f. Isu Strategis 6: Peningkatan Konektivitas Intra dan Antar Pulau. 

Provinsi NTT termasuk salah satu dari delapan Provinsi kepulauan, terdiri dari 1.192 pulau (946 belum bernama) dengan kualitas konektivitas wilayah yang belum memadai. Masalah dalam konektivitas adalah transportasi publik yang masih lemah yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi, daya saing lemah, penanggulangan kemiskinan relatif lambat.
Permasalahan transportasi publik lainnya yang perlu diketahui adalah kurangnya jumlah sarana atau kapasitas pelayanan, jumlah pelayanan dan jaringan pelayanan terbatas, biaya operasional terlalu tinggi, jumlah transfer antar intra moda tinggi, keuntungan rendah, kualitas sarana dan prasarana dan keselamatan yang rendah.

Sarana dan prasarana dasar belum mendukung pelaksanaan pembangunan baik dari tingkat pelayanan, sisi pemerataan pembangunan maupun dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat. Prasarana jalan di Nusa Tenggara Timur dalam sepuluh tahun terakhir hampir tidak mengalami perkembangan, baik panjang jalan maupun kualitas atau kelasnya. Bahkan yang lebih memprihatinkan adalah masih banyaknya desa-desa yang letaknya terisolir, hubungan antar sentral produksi dengan pasar masih tertutup. Kondisi jalan banyak mengalami kerusakan baik rusak berat maupun rusak ringan. Keadaan ini tidak hanya pada jalan Provinsi, tetapi juga jalan Nasional. Kondisi infrastruktur jalan ini berimplikasi pada tingginya biaya transaksi dan transportasi yang mengakibatkan daya saing komoditi dari NTT ke pasar regional maupun ekspor menjadi rendah. Selain itu ketersediaan armada trasportasi antar pulau terutama laut dan udara juga terbatas dan tidak menjamin faktor keamanan karena kualitas armada transportasi kurang optimal, sehingga berimplikasi kepada penurunan investasi dari luar dan dalam negeri. 
Keadaan ini tidak hanya pada jalan Provinsi, tetapi juga jalan Nasional. Kondisi infrastruktur jalan ini berimplikasi pada tingginya biaya transaksi dan transportasi yang mengakibatkan daya saing komoditi dari NTT ke pasar regional maupun ekspor menjadi rendah. Selain itu ketersediaan armada trasportasi antara pulau terutama laut dan udara juga terbatas dan tidak menjamin faktor keamanan karena kualitas armada transportasi kurang optimal, sehingga berimplikasi kepada penurunan investasi dari luar dan dalam negeri, serta sebagai upaya pencapaian target MP3EI.
g. Isu Strategis 7: Rendahnya Kinerja Birokrasi dan Minimnya Pelayanan Publik. 

Belum terasanya dampak politik otonomi daerah bagi masyarakat, oleh karena keterbatasan sumber daya dan kurangkesiapan Pemerintah, berakibat pada : (1) Kebijakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan kepentingan bukan berdasarkan kompetensi/keahlian; (2) Belum optimalnya pengisian jabatan sesuai profesionalisme PNS; (3) Keenganan masyarakat untuk megontrol dan memberi masukan ke Pemerintah akibat absennya peraturan Hukum yang memberi perlindungan kepada mereka;(4) Belum terselenggaranya restrukturisasi dan perampingan kelembagaan birokrasi Pemerintah yang hemat struktur dan kaya fungsi; 

Belum terasanya dampak positif Otonomi Daerah bagi masyarakat oleh karena keterbatasan sumber daya dan kurangnya persiapan pemerintah dalam pelaksanaannya yang berakibat pada : (1) Kebijakan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang belum berdasarkan kompetensi/keahlian The Right man and the right places sehingga enimbulkan efek negatif terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah; (2) krisis sumber daya manusia di dalam pengisian jabatan yang diatasi dengan pengatrolan kepangkatan seseorang karena belum terpenuhinya persyaratan jabatan. Hal ini ditunjukkan dengan miskinnya profesionalisme PNS mengakibatkan pelayanan publik menjadi lamban dan pilih kasih; (3) Keengganan masyarakat untuk mengontrol dan memberikan masukan kepada pemerintah akibat absennya peraturan hukum yang memberikan perlindungan terhadap mereka; (4) Belum terselenggaranya restrukturisasi dan perampingan kelembagaan birokrasi pemerintahan hemat struktur dan kaya fungsi (Right Sizing)i; (5) Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif kecil dengan ketergantungan pada pendanaan pemerintah pusat masih besar (presentase PAD terhadap APBD Hanya 4-6% saja ), (6) belum optimalnya penegakan HaM dalam bidang pemenuhan, perlindungan, pemajuan. (7) belum adanya layanan pengaduan masyarakat tentang informasi layanan publik dan belum ada standarisasi pelayanan publik.

h. Isu Strategis 8: Peningkatan Kualitas dan Pencegahan Degradasi Lingkungan Hidup serta Ketahanan Perubahan Iklim. 
Kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup sangat penting bagi wilayah kepulauan yang perekonomiannya sangat bergantung pada produksi komoditas primer. Dampak perubahan iklim akan dirasakan paling besar di wilayah kepulauan, khususnya pulau-pulau kecil. Rehabilitasi lingkungan lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan akan meningkatkan daya tahan lingkungan. Di samping itu pembangunan di NTT juga diupayakan untuk pengurangan tingkat pemanasan global, efek rumah kaca serta peningkatan adaptasi terhadap perubahan iklim.
Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki kerentanan tinggi terhadap eksploitasi SDA melalui penebangan hutan secara liar yang mengakibatkan terjadinya banjir dan erosi. Kemudian dalam bidang pertambangan seperti pertambangan marmer di Kabupaten TTU dan TTS yang dilakukan oleh investor tidak memperhatikan aspek lingkungan, karena potensi tambang marmer berada di kawasan konservasi Mutis Timau, dimana kedua kawasan tersebut adalah wilayah penghasil persediaan air di pulau Timor. 

Ancaman terhadap kerusakan ekosistem laut masih juga terjadi yang berakibat pada penurunan produksi ikan dan kerusakan terumbung karang seperti pemboman ikan dan penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan yang masih dilakukan oleh masyarakat di daerah pesisir pantai. Pengembangan potensi sumber daya alam daratan dan lautan seperti ; (a) hutan lindung Mutis dan Timau; (b) Taman Nasional Kelimutu; (c) Pulau Komodo; (d) Taman Laut di Maumere, (e) Labuan bajo untuk pengembangan pariwisata serta pengembangan ternak merupakan proritas pemerintah daerah Nusa Tenggara Timur untuk meningkatkan pendapatan daerah. Namun pengelolaan sumber daya alam untuk menunjang pariwisata dan peningkatan pendapatan masyarakat kurang didukung dengan prasarana pendukung dasar yang memadai, seperti Jalan, transportasi dan penginapan. 

Sementara itu, sektor peternakan, pertanian, perkebunan dan perikanan tidak didukung dengan cara-cara baru (inovasi teknologi) dalam sistem produksi, pengolahan Hasil, sistem pemasaran dan dukungan SDM yang memadai. Inovasi yang terintegrasi dengan kebutuhan infrastruktur dan layanan di tingkat pedesaan, kabupaten dan provinsi serta memperhatikan perubahan-perubahan lingkungan biofisik, iklim dan kebijakan nasional dan global yang terjadi.

i. Isu Strategis 9: Pembangunan Kawasan Perbatasan dan Kawasan Khusus. 

Kawasan perbatasan di NTT baik itu perbatasan laut maupun darat, dengan provinsi lain yaitu Nusa Tenggara Barat di Kabupaten Manggarai Barat serta kawasan perbatasan antar negara di 12 (dua belas) kabupaten meliputi kawasan perbatasan di Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Rote Ndao, Sabu Raijua, Alor, Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Tengah serta Kabupaten Sumba Barat Daya. Semakin meningkatnya pelintas batas illegal dan rendahnya perekonomian masyarakat di kawasan perbatasan merupakan permasalahan tersendiri bagi provinsi NTT di samping permasalahan-permasalahan yang kompleks lainnya. Selain itu juga permasalahan perselisihan batas daerah antar kabupaten/kota membutuhkan penanganan tersendiri dengan melibatkan semua unsur baik itu pemerintah provinsi, kabupaten dan tokoh masyarakat.

Kualitas sumber daya manusia masyarakat di daerah tertinggal dan perbatasan masih rendah di samping sarana dan prasarana yang belum memadai. Hal ini yang mendorong belum berkembangnya aktivitas ekonomi di wilayah tersebut sehingga perekonomian wilayah masih cenderung tertinggal. Sementara itu, dalam konteks kawasan khusus, penguatan manajemen KAPET Mbay dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi masih belum optimal dikarenakan masih belum berkembangnya keterpaduan program antara sektor dan antara wilayah (kabupaten, Provinsi) serta antar pelaku usaha domestik maupun internasional.Hal lain yang terkait erat dengan masalah perbatasan adalah penanganan masalah warga ex Timor Timur serta pemberdayaan ekonomi masyarakat yang belum dilakukan secara menyeluruh. Di samping itu, masih kurangnya kestabilan keamanan dan penegakan hukum menyebabkan masih sering terjadinya konflik di daerah perbatasan. 

j. Isu Strategis 10 : Penanggulangan Kawasan Rawan Bencana. 

Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai kawasan rawan bencana alam, baik itu bencana alam geologi berupa gempa bumi, tsunami, gunung berapi (ring of fire) maupun bencana akibat perubahan iklim seperti banjir, angin topan, kekeringan, longsor dan gelombang pasang. Di samping itu juga rentan terhadap bencana yang akibatkan oleh kegiatan manusia seperti kebakaran karena pembakaran hutan dan ladang. 

k. Isu Strategis 11: Penanganan Kemiskinan

Tingkat kemiskinan penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur relatif masih tinggi. Hal ini disebabkan belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam serta masih rendahnya kualitas sumber daya manusia. Selain dari itu masih banyak penduduk Nusa Tenggara Timur yang menyandang masalah kesejahteraan sosial seperti anak jalanan, anak terlantar, Komunitas Adat Terpencil (KAT), wanita rawan sosial ekonomi, pekerja anak dan penyandang cacat serta belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat.
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